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Epistemology proposes a research scheme that shows the effect of political relations on
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ABSTRAK

Political connection dalam kajian filsafat ilmu. Tujuan dari tulisan ini
adalah mengkaji aspek-aspek filosofis, yaitu aspek ontologi,
epistemologi, dan aksiologi pada konstruk political connection yang telah
menjadi perhatian ilmuwan di bidang manajemen keuangan dan

Kata Kunci A i -

Filsafat ilmu akuntansi. Tulisan ini merupakan paper konseptual, menggunakan
Political connection pendekatan survei literatur dengan memetakan penelitian sebelumnya
Ontolog terkait political connection di artikel jurnal terindeks Scopus dan Google
Epistemologi Scholar selama tiga dekade terakhir. Hasil penelitian ini menemukan
Aksiologi konsekuensi dari political connection adalah nilai perusahaan, kinerja

keuangan, kinerja non keuangan, masalah keagenan, kelangsungan hidup
bisnis, pilihan auditor dan kualitas audit, lingkungan perusahaan dan
strategi perusahaan. Tulisan ini mengusulkan skema model penelitian
yang menunjukkan pengaruh political connection terhadap nilai
perusahaan dimoderasi oleh ukuran perusahaan, umur perusahaan dan
jenis perusahaan.
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1. Pendahuluan

Hubungan antara dunia bisnis dan politik memang sangat erat, apalagi di zaman sekarang ini, tidak
dapat dipungkiri bahwa sebagian sebagian besar kegiatan ekonomi saat ini tidak lepas dari nuansa
politik, bahkan hampir setiap aspek kehidupan saat ini dikaitkan dengan politik. Hubungan politik
berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hubungan yang dapat memperlancar
(memuluskan) pekerjaan apapun. Koneksi politik dianggap sebagai salah satu sumber bisnis yang
paling berharga, karena asosiasi antara perusahaan dan politik diyakini dapat menghindari pajak
(Wicaksono, 2017). Bukti masalah keterkaitan antara kegiatan bisnis dan politik ada di seluruh dunia
(Bianchi & Viana, 2014; Faccio, 2006)

Schaffer (1995) mengemukakan bahwa studi tentang pengaruh politik dalam kegiatan bisnis dapat
diklasifikasikan menjadi dua, yaitu tingkat mikro dan makro. Tingkat mikro, biasanya secara langsung
disebut sebagai tingkat perusahaan atau tingkat organisasi, adalah tingkat analisis yang lebih dominan
digunakan oleh para sarjana manajemen, bisnis dan keuangan. Analisis tingkat makro, seperti
komunitas, industri, kelas sosial, dan masyarakat, sebagian besar digunakan dalam ilmu politik,
ekonomi publik dan sosiologi.

Banyak literatur yang membahas tentang koneksi politik perusahaan khususnya di bidang
keuangan dan ekonomi. Pembahasan koneksi politik di Indonesia muncul sejak Raymond Fisman(
2001) menerbitkan makalah yang memperkirakan nilai koneksi politik untuk perusahaan dengan
mempelajari perusahaan Indonesia. Kebanyakan makalah empiris menyelidiki dampak menjadi
perusahaan yang terhubung secara politik, meskipun ada juga beberapa makalah memberikan
penjelasan teoritis tentang yang ada (anteseden) dan hasil keterkaitan politik untuk perusahaan.
Tinjauan literatur tentang manfaat (akses ke sumber pembiayaan, kinerja perusahaan, hak istimewa
pemerintah) dan kerugian (inefisiensi, anggota dewan perusahaan tidak memenuhi syarat,
menurunkan nilai perusahaan) hubungan politik untuk perusahaan sudah pernah diteliti (Berkman &
Galpoththage, 2016; Bertrand et al., 2018; C. R. Chen et al., 2017; Hu et al., 2020; Legitimate, 2014;
Nys et al., 2014; W. Qian & Chen, 2021; Ren et al., 2022; Sutopo et al., 2017) bahkan peneliti lain
(Putra & Harymawan, 2021) telah melakukan pemetaan artikel political connection berdasarkan jenis
sampel, publikasi jurnal dan tahun terbit, namun kajian political connection dalam filsafat ilmu belum
ada sehingga masih diperlukan penelitian yang mengkaji political connection, dalam aspek ontologi,
epistemologi juga aksiologi yang merupakan aspek yang menarik untuk penelitian bidang manajemen
keuangan dan akuntansi.

Beberapa peneliti telah memperkenalkan konsep aktivitas politik perusahaan yang sampai batas
tertentu dapat dianggap tumpang tindih dengan istilah koneksi politik perusahaan (Bianchi & Viana,
2014; Hillman et al., 2009; Hillman & Hitt, 1999; Ozer et al., 2010). Akan tetapi, keduanya dapat
dipisahkan dengan membedakan antara aktivitas dan keterikatan (Sutopo et al., 2017). Oleh karena
itu, itu dapat dikatakan bahwa aktivitas politik perusahaan lebih pada upaya, seperti kegiatan melobi
oleh perusahaan untuk menghadapi situasi politik (Hilman et al., 2004), sedangkan koneksi politik
perusahaan adalah sejauh mana sebuah perusahaan (pemegang saham, pejabat perusahaan) dekat
dengan kekuasaan politik (Bianchi & Viana, 2014).

Perusahaan selalu ingin mencapai kinerja yang baik. Kinerja tersebut ditunjukkan dalam laporan
keuangan perusahaan untuk memberikan informasi kepada investor berkaitan dengan Kinerja pasar
maupun kinerja akuntansi. Selain transaksi yang dilakukan perusahaan, ada hal-hal yang lain yang
seringkali mempengaruhi capaian kinerja perusahaan, salah satu diantaranya adalah koneksi politik.
Koneksi politik dalam perusahaan itu penting (C. meng Chen et al., 2013) dan dianggap sebagai
sumber daya yang berharga bagi banyak bisnis (C. meng Chen et al., 2013; Raymond Fisman, 2001).
C. meng Chen et al. (2013) menyatakan bahwa hubungan politik dalam perusahaan akan
mempengaruhi beberapa aspek, seperti transaksi pencarian pinjaman, pinjaman terkait, konsep kontrol
dan nilai, manipulasi, keterlibatan terkait dengan jaringan kredit, tekanan keuangan, serta penciptaan
lapangan kerja dan seleksi kerja atau proyek. Bisnis atau perusahaan yang terhubung secara politik
memiliki kemudahan dan fasilitas dalam bertransaksi (Faccio, 2006). Penelitian ini bertujuan untuk
mengkaji konstruk political connection, dalam aspek ontologi, epistemologi juga aksiologi yang
menjadi aspek yang menarik untuk penelitian bidang manajemen keuangan dan akuntansi. Bagian
selanjutnya dalam penelitian ini adalah tinjauan literatur, metodologi, temuan, dan kesimpulan.
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2.Kajian Literatur

Bagian kajian literatur akan membahas tiga aspek kajian filsafat ilmu, dilihat dari aspek ontologi,
epistemologi dan aksiologi konstruk political connection. Ontologi merupakan suatu kajian yang
menjawab pertanyaan “apa”, sehingga penelitian ini bersifat fundamental dan langkah awal sebelum
membahas hal-hal lain. Aspek epistemologis berkaitan dengan pencarian pengetahuan yang berbeda
mengenai jawaban “apa” dalam kajian ontologis. Sedangkan aspek aksiologi merupakan kajian
tentang manfaat dan kegunaan pembahasan suatu topik, apakah dapat bermanfaat dan berdaya guna
ataukah tidak mampu memberikan manfaat dan tidak berguna.

2.1 Aspek Ontologi Political Connection

Aspek ontologi yang dikaji dalam tulisan ini terdiri dari tiga hal, yaitu apa hakikat political
connection, unsur-unsur political connection, dan karakteristik political connection. Konsep political
connection merupakan istilah baru dalam literatur manajemen dalam beberapa tahun terakhir.

2.2 Hakikat Political Connection

Secara etimologis, kata politik berasal dari kata Yunani : “polis ” yang berarti kota yang dengan
status negara kota. Di kota-kota Yunani kuno, orang-orang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai
kemakmuran dalam hidup mereka. Politik yang berkembang di Yunani kuno dapat dipahami sebagai
proses interaksi individu dengan individu lain demi kepentingan bersama. Pemikiran politik terutama
di dunia barat sangat dipengaruhi oleh para filosof Yunani kuno. Plato dan Aristoteles melihat politik
sebagai suatu upaya untuk mencapai pemerintahan yang terbaik (Aristoteles, 2020). Akan tetapi,
definisi politik sebagai hasil pemikiran para filosof tersebut gagal memberikan tekanan pada upaya-
upaya praktis dalam mencapai politik yang baik. Diakui, ide-ide politik yang berkembang saat ini
tidak terlepas dari pengaruh para filosof tersebut

Dalam perkembangannya, para ilmuwan politik memaknai politik dalam berbagai cara untuk
memperkaya pemikiran tentang politik. Almond (1965) mengartikan politik sebagai kegiatan yang
berkaitan dengan pengendalian pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu dalam lingkup
tertentu, di mana kontrol ini didukung oleh alat-alat (instrument) wewenang dan adanya paksaan. Dari
pengertian tersebut, politik terkait erat dengan proses pengambilan keputusan publik. Penekanan
ditempatkan pada penggunaan alat wewenang dan paksaan dalam pembuatan keputusan publik
mengenai siapa yang berwenang, bagaimana wewenang tersebut digunakan, dan apakah tujuan dari
sebuah keputusan yang telah disepakati. Jika dirunut satu tema yang sama, maka definisi politik
menurut Almond (1965) tidak dapat memisahkan interaksi di dalam pemerintahan (politik) untuk
menyatukan siapa saja yang memiliki otoritas pemerintahan dalam pengambilan keputusan publik.

Heywood (2002) mengemukakan politik merupakan kegiatan suatu Negara untuk menciptakan,
memelihara, dan memodifikasi aturan-aturan umum yang mengatur kehidupannya, artinya tidak dapat
terlepas dari gejala konflik dan koherensi kerja. Dengan definisi tersebut, Heywood (2002) secara
implisit mengungkapkan bahwa pemerintah (politik) dalam proses pengambilan keputusan interaktif
publik, masih ada konflik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok
dengan kelompok lain. Dengan kata lain, setiap kelompok saling mempengaruhi sehingga suatu
keputusan publik yang disepakati adalah untuk kepentingan kelompok tertentu. Hakikat koneksi
politik (political connection) dalam bisnis menunjuk pada definisi political connection itu sendiri.
Terdapat banyak definisi terkait dengan political connection, antara lain : political connection dapat
dianggap sebagai situasi di mana setidaknya salah satu eksekutif puncak perusahaan, pemegang saham
perusahaan dengan persentase besar, atau anggota keluarga orang tersebut adalah politisi senior atau
politisi terkemuka (Bao et al., 2016; Faccio, 2006; Luo et al., 2016; W. Qian & Chen, 2021). Adhikari
menambahkan bahwa kepemilikan langsung pemerintah dapat dilihat sebagai bentuk koneksi politik
(Adhikari et al., 2006). Dengan demikian koneksi politik dapat diartikan sebagai hubungan kedekatan
antara perusahaan dengan pemerintah.

2.3 Konsep Political Connection

Untuk memberikan gambaran tentang apakah itu politik, berikut ini akan diuraikan konsep-konsep
kunci yang mendasari konstruk politik. Budiarjo (1977) berpendapat bahwa konsep utama politik
adalah negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan dan distribusi atau alokasi. Budiarjo
(1977)
menyatakan politik sebagai berikut : "berbagai macam kegiatan dalam sistem politik atau negara yang
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menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu
yang di dalamnya terdapat proses pengambilan keputusan". Untuk mencapai tujuan tersebut perlu
ditetapkan kebijakan publik mengenai pengaturan dan distribusi atau alokasi sumber daya yang
tersedia. Untuk menerapkan kebijakan ini, kekuasaaan dan wewenang harus digunakan untuk
mempromosikan kerjasama dan menyelesaikan konflik yang timbul dalam proses tersebut.

2.4 Karakteristik Political Connection

Sebuah perusahaan didefinisikan sebagai berafiliasi secara politik jika presiden (CEO) perusahaan
tersebut adalah pejabat pemerintah saat ini atau sebelumnya (Ren et al., 2022; Wu et al., 2012).
Industri yang berafiliasi secara politik adalah perusahaan di mana setidaknya salah satu dari pemegang
saham mayoritas adalah anggota dewan direksi, dewan eksekutif, atau manajemen perusahaan yang
memiliki hubungan dekat dengan partai politik atau memegang posisi pejabat negara atau anggota
parlemen (Bao et al., 2016; Berkman & Galpoththage, 2016; Bombardini & Trebbi, 2020; Faccio,
2006; Luo et al., 2016).

2.5 Aspek Epistemologi Political Connection

Kajian aspek epistemologis yang berkaitan dengan konstruk political connection termasuk teori-
teori political connection, dan prinsip-prinsip political connection.

2.6 Teori-Teori Political Connection

Terdapat beberapa teori yang dapat menjelaskan political connection. Teori pertama yaitu teori
keagenan yang awalnya dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori keagenan menekankan
adanya hubungan antara prinsipal dan agen. Prinsipal adalah pihak yang memberi kuasa kepada agen
untuk bertindak atas nama prinsipal, dan agen adalah pihak yang diberi wewenang oleh prinsipal untuk
menjalankan perusahaan. Agen memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan wewenang
yang diberikan prinsipal. Dalam sebuah perusahaan, manajemen yang berperan sebagai “agen”,
terkadang bertindak untuk kepentingannya sendiri, dan bukan sebagai pihak yang berhati-hati,
bijaksana dan adil kepada pemegang saham.

Perbedaan kepentingan dan pemisahan kepemilikan yang timbul antara prinsipal dan agen ini dapat
menimbulkan masalah keagenan. Agen sebagai penanggung jawab pengelolaan perusahaan memiliki
banyak informasi tentang kemampuan perusahaan, lingkungan kerja, dan perusahaan secara
keseluruhan. Di sisi yang lain, prinsipal hanya mendapatkan informasi yang sedikit tentang situasi
operasi perusahaan. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan informasi antara principal dan agen
yang dikenal dengan istilah ‘“asimetri informasi”. Konsep asimetri informasi adalah adanya
ketidakseimbangan informasi yang disebabkan oleh distribusi informasi yang tidak merata antara
principal dan agen. Prinsipal harus memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengukur tingkat
keberhasilan agen. Akan tetapi informasi tentang ukuran keberhasilan agen tidak disajikan secara
lengkap sehingga informasi yang diperoleh prinsipal tidak lengkap.

Pengaruh koneksi politik terhadap kinerja perusahaan dipengaruhi oleh tingkat leverage
perusahaan. Menurut agency theory, tingkat leverage yang tinggi dapat menjadi cara salah satu bagi
prinsipal untuk mencegah agen bertindak oportunis. Akan tetapi, perusahaan publik dengan tingkat
hutang yang cukup tinggi juga menunjukkan adanya risiko tinggi atas kemampuan perusahaan untuk
dapat memenuhi kewajibannya. Belghitar et al. (2019) membuktikan perusahaan berafiliasi secara
politik memiliki tingkat utang yang tinggi, memiliki kewajiban jangka panjang, memegang uang tunai
dalam jumlah besar dan memiliki informasi keuangan yang berkualitas buruk.

Berdasarkan perspektif resource dependence theory dari Pfeffer & Salancik (1978), anggota
dewan yang terkoneksi politik dalam perusahaan akan mengurangi risiko eksternal perusahaan
(khususnya dari pemerintah), meningkatkan ketahanan bisnis, dan terbukti mempercepat transaksi
bisnis (Bao et al., 2016; Berkman & Galpoththage, 2016; Hillman et al., 2009; Luo et al., 2016). Makin
banyak anggota dewan yang terkoneksi politik maka semakin tinggi kinerja perusahaan. Sebaliknya,
pandangan teori keagenan menyatakan bahwa hubungan politik dalam perusahaan dapat
menyebabkan biaya tinggi atas masalah agensi (Belghitar et al., 2019). Perusahaan yang terkoneksi
politik mempunyai kecenderungan sebagai perusahaan yang berani mengambil risiko (Ling et al.,
2016) dan lebih mungkin untuk gagal (Johnson & Mitton, 2003). Kinerja perusahaan yang terkoneksi
politik makin menurun ketika makin banyak anggota dewan yang terkoneksi politik karena adanya
peningkatan alokasi sewa blockholder (Sun et al., 2014).
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Menurut teori institusional, bisnis adalah berakar dalam dan menanggapi berbagai konteks
(lembaga politik, sistem hukum, budaya), dan perilaku mereka perlu memenuhi harapan lingkungan
kelembagaan (Meyer & Rowan, 1977). Koneksi politik memainkan peran penting dalam
mengkoordinasikan tujuan lingkungan dan kebijakan negara dengan perusahaan dan mobilisasi
perusahaan untuk membantu mereka mencapai tujuan tersebut (Lei dan Nugent, 2018). Koneksi
politik menyediakan saluran formal bagi pemerintah untuk mentransfer tujuan tata kelola lingkungan
ke berbagai perusahaan (Xu & Yan, 2020).

2.7 Prinsip dari Political Connection

Beberapa peneliti (Bao et al., 2016; Berkman & Galpoththage, 2016; Bertrand et al., 2018; Faccio,
2006) menegaskan bahwa sebuah perusahaan terhubung secara politik jika salah satu pemegang
saham utama atau manajer seniornya adalah: (1) Anggota parlemen perusahaan, yang dapat terhubung
dengan anggota kongres dalam dua cara. Pertama, setidaknya satu pejabat tinggi mereka bisa duduk
di parlemen nasional. Kedua, perusahaan diklasifikasikan sebagai terkait ketika setidaknya satu
pemegang saham utama adalah anggota parlemen. Pemegang saham mayoritas didefinisikan sebagai
seseorang yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan setidaknya 10% dari suara
pemegang saham. (2) Menjabat sebagai Menteri atau Kepala Negara. Ada tiga jenis hubungan dengan
menteri atau kepala negara : sebagai pelayan publik, sebagai pemegang saham mayoritas, atau melalui
keluarga. Yang dimaksud dengan keluarga dapat berupa pasangan, anak-anak, saudara kandung,
maupun orang tua. (3) Memiliki hubungan dekat dengan pejabat tinggi. Jenis koneksi ini muncul
ketika orang tersebut menjabat sebagai kepala negara atau perdana menteri (atau seseorang yang dekat
dengan mereka) yang juga merupakan eksekutif senior atau pemegang saham utama dari sebuah
perusahaan; ketika pemegang saham utama atau pejabat publik senior adalah teman menteri atau wakil
menteri; dimana pemegang saham utama atau pejabat senior adalah seorang politisi dari negara lain
atau dimana pemegang saham utama atau pejabat senior diketahui berafiliasi dengan partai politik.

2.8 Aspek Aksiologi Koneksi Politik (Political Connection)

Aspek aksiologi yang dibahas dalam tulisan ini mencakup kegunaan dari political connection
dalam kehidupan. Penelitian Cao et al. (2022) menunjukkan bahwa perusahaan dengan koneksi
politik mengalami underpricing IPO yang jauh lebih rendah. Hubungan politik yang berfungsi sebagai
mekanisme kompensasi umum untuk kekurangan institusional, membantu mengurangi tingkat
underpricing IPO non-BUMN. Hasil penelitian (D. Chen et al., 2017; Luo et al., 2016; Wicaksono,
2017) yang dilakukan di berbagai negara di seluruh dunia menunjukkan bahwa perusahaan yang
berafiliasi secara politik menerima insentif dan perlakuan berbeda untuk pengadaan publik seperti
pemasaran, akses yang lebih mudah ke dana publik, seperti pembebasan pajak. Perusahaan yang
terhubung secara politik ditemukan menikmati beberapa keuntungan diantaranya yaitu akses mudah
untuk pembiayaan peminjaman bank, keringanan pajak, kekuatan pasar, dan menerima kontrak
pemerintah. Beberapa perusahaan yang terkoneksi politik dapat dengan mudah memperoleh
pendanaan utang dengan mendapatkan memo pinjaman dari politisi.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan literature review dengan memetakan penelitian-penelitian
sebelumnya yang melibatkan hubungan politik (political connection) selama tiga dekade terakhir
diakses dari Scopus dan Google Scholar menggunakan kata “political connection” dan
“consequences of corporate political connections”.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dunia bisnis dan politik tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan. Dengan adanya koneksi
politik, perusahaan memiliki peluang bisnis yang lebih besar dikarenakan adanya kemudahan bagi
perusahaan yang memiliki koneksi politik untuk mendapatkan proyek-proyek dan akses pada
kebijakan pemerintah (Boubakri et al., 2008). Wulandari & Raharja (2013) juga menyatakan bahwa
bisnis dan politik memiliki hubungan satu sama lain. Tujuan politik adalah untuk membuat kebijakan
publik, bahkan untuk kepentingan dunia usaha, sedangkan dunia usaha dapat mendukung kebijakan
suatu negara.
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Perusahaan yang berafiliasi secara politik mendapatkan hak istimewa, seperti mencegah mereka
dari kompetisi, mempersulit industri lain untuk masuk, dan mendapatkan kemudahan dalam akses
sumberdaya. Disisi lain, dengan adanya koneksi politik bisa menjadi beban bagi perusahaan, karena
perusahaan bergantung pada kebijakan pemerintah yang menguntungkan. Hal ini menyebabkan
perusahaan lebih rentan terhadap isu-isu politik (Sutopo et al., 2017). Hubungan politik tidak hanya
mengubah strategi keuangan perusahaan, tetapi juga Kinerja jangka panjangnya. Jelas, perusahaan
yang berafiliasi secara politik mengalami kesulitan dalam membangun hubungan dengan pemerintah
baru ketika pelanggan mereka dari pemerintah lama telah jatuh dari kekuasaan akan berkinerja lebih
buruk dibawah pemerintahan yang baru dan akan mengalami kesulitan dalam meningkatkan keuangan
perusahaan (Leuz & Oberholzer-Gee, 2006).

Faccio (2006) dalam penelitiannya menyatakan bahwa politik sangat berpengaruh terhadap
perkembangan bisnis suatu perusahaan, khususnya untuk negara dengan tingkat korupsi yang tinggi
dan sistem hukum yang lemah. Afiliasi politik adalah hal yang biasa di Indonesia. Umumnya hal ini
dilakukan dengan menempatkan individu-individu yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah
(baik komisaris maupun direksi) dalam struktur organisasi perusahaan, (Raymond Fisman, 2001).
Hasil penelitian Raymond Fisman (2001) tentang koneksi politik pada era kepemimpinan Presiden
Soeharto di Indonesia menyatakan bahwa investor mengaku panik saat Presiden Soeharto diminta
turun dari kursi kepresidenan, karena investor yang selama ini mempunyai koneksi politik dengan
Soeharto mendapat kemudahan dalam pembiayaan usaha.

Koneksi politik dipercaya sebagai suatu sumber yang sangat berharga bagi banyak perusahaan
(Raymond Fisman, 2001). Latar belakang politik mempengaruhi kinerja ekonomi dalam suatu
perusahaan swasta dan BUMN. Ini memiliki efek positif dan negatif (Li et al., 2008). Koneksi politik
dari sebuah perusahaan adalah umum di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, sistem
transparan, dan pembatasan investasi asing oleh penduduk. Sementara itu koneksi politik kurang
umum di negara-negara yang memiliki peraturan yang menetapkan batas-batas yang lebih ketat pada
konflik kepentingan politik (Faccio, 2006)

Wulandari & Raharja (2013) dalam penelitiannya mengatakan bahwa dengan berlakunya Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 34 dan 35 yang mengatur sumber keuangan dan batas maksimum
sumbangan untuk partai politik memberikan dorongan untuk dilakukannya sebuah penelitian
mengenai koneksi politik dan kinerja perusahaan sebab salah satu sumber keuangan partai politik ialah
sumbangan dari
perusahaan dan/atau badan usaha.

Pengaruh koneksi politik suatu perusahaan terhadap Kinerja perusahaan begitu penting untuk
memahami hubungan antara politisi dengan perusahaan serta pengaruhnya terhadap efisiensi alokasi
sumber daya dalam perekonomian. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu keberhasilan sebuah
perusahaan tidak terlepas dari adanya pengaruh lingkungan politik (Wicaksono, 2017). Perusahaan
yang mempunyai koneksi politik biasanya mendapatkan keuntungan dari koneksi yang mereka miliki
atas pembayaran yang mereka lakukan, menyembunyikan atau melakukan penundaan laporan (Leuz
& Oberholzer-Gee, 2006).

Praktek menggunakan pengaruh politik dalam perusahaan telah menunjukkan bahwa pengaruh
politik adalah alat yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan (Goldman et al., 2009). Perusahaan
yang terkoneksi politik mempunyai lebih banyak sumber daya dan keunggulan kompetitif untuk
perusahaan yang mengakibatkan kinerja masa depan lebih baik (Mohammed et al., 2017). Penelitian
Ding et al.(2014) menemukan bukti bahwa afiliasi politik menguntungkan kinerja perusahaan seperti
mencegah pesaing untuk masuk kedalam industri yang sama, tarif pajak yang lebih rendah, serta
pinjaman bank yang dimudahkan. Perusahaan yang terkoneksi politik biasanya mempunyai posisi
keuangan yang lebih baik dibandingkan perusahaan yang tidak mempunyai koneksi politik (Jaffar &
Abdul-Shukor, 2016). Anggota dewan independen yang terkoneksi politik menunjukkan bahwa
mereka berkontribusi dalam meningkatkan kinerja perusahaan (Wu et al., 2012). Shleifer &
Vishny(1994) berpendapat bahwa ikatan politik mendistorsi insentif, kehilangan investasi dan
meningkatkan korupsi yang dapat membahayakan nilai pemegang saham. Negara dengan tingkat
korupsi yang tinggi memerlukan suap saat memulai bisnis. Secara politis perusahaan terhubung lebih
mungkin untuk memanipulasi pelaporan statistik kinerja keuangan dalam rangka untuk
meminimalkan biaya politik pada perusahaan.
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Koneksi politik dipandang sebagai instrumental, memfasilitasi perusahaan untuk mendapatkan
berbagai perlakuan istimewa, seperti perpajakan, akses ke sumber daya keuangan dan politik, dan
pengawasan peraturan yang longgar, yang semuanya membantu perusahaan mengurangi risiko dan
mendapatkan keunggulan kompetitif (Faccio, 2006). Hal ini terutama terjadi di negara berkembang di
mana peraturan mengenai ikatan politik dengan bisnis umumnya kurang ketat (Bliss & Gul, 2012;
Faccio, Ding, et al., 2006). Mengingat dukungan kelembagaan formal yang tidak memadai, koneksi
politik manajerial sangat penting dalam mengakses sumber daya yang langka (Gao et al., 2019; Leuz
& Oberholzer-Gee, 2006; Ling et al., 2016), mengendalikan ketidakpastian lingkungan (Luo et al.,
2016; Zhang et al., 2019) dan meningkatkan kinerja perusahaan (Adler & Kwon, 2002; Burt & Opper,
2020). Perusahaan mengambil keuntungan dari ikatan politik mereka dari memperoleh pembentukan
melalui saran dan konsultasi, menjembatani lingkungan eksternal, memperoleh posisi yang
menguntungkan dalam memperoleh sumber, dan membawa legitimasi untuk kegiatan operasi tertentu
(Hillman et al., 2009). Dengan demikian, membentuk koneksi politik umumnya menguntungkan
pengambilan keputusan dan operasi strategis perusahaan sebagai alternatif dukungan kelembagaan
formal yang tidak memadai dalam ekonomi yang sedang berkembang

Tiga fungsi utama dari koneksi politik mempengaruhi hubungan antara koneksi politik dan kinerja
inovasi perusahaan. Pertama, koneksi politik dapat menghasilkan sumber daya diperlukan untuk
inovasi. lkatan dengan pemerintah membuat komunikasi perusahaan lebih efisien dan efektif.
Perusahaan dengan koneksi politik yang lebih kuat mampu menjadi lebih inovatif dengan anak
perusahaan dan modal intelektual yang diperoleh dari pemerintah (Ren et al., 2022; Tsai et al., 2019).
Dengan demikian, perusahaan memiliki kesempatan untuk belajar tentang orientasi kebijakan inovasi
terlebih dahulu. Perusahaan juga dapat memperoleh lebih banyak pendekatan pembiayaan, menikmati
insentif pajak, mendapatkan hak milik perlindungan, dan mendapatkan kualifikasi akses pasar
(Faccio, 2006; Hillman & Hitt, 1999; Su et al., 2019; F. Wang et al., 2018; Xu & Yan, 2020). Kedua,
koneksi politik dapat mengurangi risiko inovasi. Perusahaan mengatasi lebih banyak ketidakpastian
akuisisi sumber daya dengan membaca sinyal arah kebijakan, meningkatkan legitimasi perusahaan,
dan mengurangi ketidakstabilan lingkungan eksternal (Holmstrom, 1989; Legitimate, 2014; Li et al.,
2008). Ketiga, koneksi politik dapat memfasilitasi keinginan perusahaan untuk kesanggupan untuk
berinovasi. Karena inovasi adalah aktivitas yang berisiko dan tahan lama, manfaat dan sumber daya
dari koneksi politik dapat meringankan beban perusahaan kekhawatiran dan meningkatkan perhatian
publik (Falk, 2007; Lin et al., 2016; Ren et al., 2022).

4.1. Konsekuensi Political Connection

Political connection dan kemampuannya untuk menjelaskan aktivitas keuangan bisnis telah lama
menjadi subjek yang menarik dalam literatur manajemen dan akuntansi, seperti manajemen laba dan
kualitas (Chaney etal., 2011; C. J. Chen et al., 2010; H Kara, 2014), pelaporan keuangan (Chaney et
al., 2011), tata kelola perusahaan (Goldman et al., 2009; X. Qian et al., 2015), penilaian pasar
(Boubakri et al., 2012; He et al., 2014), kinerja perusahaan (Y. Wang et al., 2019), Initial public
offering (Ferrisetal., 2016; Francis et al., 2009), nilai-nilai perusahaan, khususnya, aktivitas keuangan
perusahaan, pilihan dan pengungkapan, misalnya (Chaney et al., 2011; He et al., 2014; Yu & Zheng,
2019), pilihan auditor dan kualitas audit (Guedhami et al., 2014), lingkungan perusahaan (W. Qian
& Chen, 2021; Xu & Yan, 2020).

Political connection terbukti memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian secara
keseluruhan dan kehidupan ekonomi perusahaan individu, misalnya (Claessens et al., 2008; Faccio,
Masulis, et al., 2006; Ferguson & Voth, 2008; Francis et al., 2009; Li et al., 2008; Sapienza, 2004)

4.2. Usulan Skema Model Political Connection

Ukuran perusshaan
Chief Umur, Perusahaan
Exective Jenis Perusahaan
Officer
Sz:g;ialisr \ Political Jv' -
Comec- ™ Nilai
Gender /' tion Perusahaan
Diversity

Gambar 1. Skema Model Penelitian
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Melalui kerangka kerja dari teori keagenan, teori institusional dan teori pemangku kepentingan
serta pemetaan hasil penelitian sebelumnya, tulisan ini mengusulkan skema model seperti yang
ditunjukkan pada gambar 1. Pengaruh political connection terhadap nilai perusahaan dimoderasi oleh
ukuran, umur dan jenis perusahaan.

5. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruk political connection, dari perspektif ontologi,
epistemologis dan aspek aksiologi yang merupakan aspek menarik untuk penelitian bidang keuangan
dan akuntansi. Makalah ini juga mengidentifikasi anteseden dan konsekuensi dari political connection.
Kemungkinan adanya political connection dapat muncul dari faktor di dalam dan di luar perusahaan.
Dampak dari adanya political connection yaitu pada nilai perusahaan, kinerja keuangan, kinerja non
keuangan, masalah keagenan, kelangsungan hidup bisnis, dan strategi perusahaan. Makalah ini
mengusulkan model penelitian political connection untuk penyelidikan lebih lanjut: pengaruh
political connection terhadap nilai perusahaan dimoderasi oleh ukuran, umur dan jenis perusahaan.
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